
 
 

S A L I N A N 
  

 

 

BUPATI TANAH LAUT  

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 86 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN EVALUASI SECARA ELEKTRONIK  

MELALUI SISTEM INFORMASI EVALUASI SECARA ELEKTRONIK (SIASIK) 

PADA LINGKUP KECAMATAN PELAIHARI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 

tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Camat 

melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan 

Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk 

evaluasi rancangan Peraturan Desa terkait dengan 

APBDesa, evaluasi pengelolaan keuangan Desa dan aset 

Desa, dan evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban 

APBDesa; 
 

b. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi 

pengawasan pengelolaan keuangan Desa lingkup yang 

menjadi kewenangan Camat, Kecamatan Pelaihari 

melakukan terobosan/inovasi berupa optimalisasi 

pengawasan pengelolaan keuangan Desa melalui Sistem 

Informasi Evaluasi Secara Elektronik (SIASIK) pada lingkup 

Kecamatan Pelaihari; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penyelenggaraan Evaluasi Secara Elektronik 

Melalui Sistem Informasi Evaluasi Secara Elektronik 

(SIASIK) pada Lingkup Kecamatan Pelaihari; 

 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 
 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Rebuplik Indonesia Nomor 6856);  
 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Nomor 6856); 
 

5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 
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6856); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6623); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6206); 
 

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 

tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 
 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 25); 
 

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2017 tentang 

Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi Informasi dan 

Data Pembangunan Berbasis Online (E-Database) di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 88); 
 

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 21); 
 

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita 
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Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 174) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 38); 
 

15. Peraturan Bupati Tanah Laut  Nomor 114 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114); 

 

 

 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 

EVALUASI SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM 

INFORMASI EVALUASI SECARA ELEKTRONIK (SIASIK) 

PADA LINGKUP KECAMATAN PELAIHARI. 
 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 

Laut. 

4. Camat adalah Camat Pelaihari. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 

wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 

Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. 

8. Sistem Informasi Evaluasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut 

SIASIK adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kecamatan Pelaihari 

sebagai alat kerja untuk melakukan bentuk pengawasan pengelolaan 

keuangan desa oleh Camat. 
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9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta 

ditetapkan dalam Peraturan Desa. 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan payung hukum dan 

pedoman penyelenggaraan Evaluasi Secara Elektronik Melalui Sistem 

Informasi Evaluasi Secara Elektronik (SIASIK). 

 

Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi 

penyelenggaraan pengawasan pengelolaan keuangan Desa oleh Camat pada 

Lingkup Kecamatan Pelaihari. 

 

BAB II 

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH CAMAT 

 

Pasal 4 

 

(1) Camat melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Desa, terhadap 

Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk: 

a. evaluasi rancangan Peraturan Desa terkait dengan APBDesa; 

b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan 

c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap 

kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan 

Desa. 

(4) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan 

kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah/Inspektorat. 

(5) Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP) Daerah/Inspektorat untuk menentukan ruang lingkup 

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. 

 

Pasal 5 

 

(1) Langkah kerja evaluasi Rancangan Peraturan Desa terkait dengan 

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. 



6 
 

 

(2) Langkah kerja evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa, dan 

evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengawasan 

pengelolaan Keuangan Desa. 

 

Pasal 6 

 

Dalam melakukan bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2), Camat dapat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan 

Keputusan Camat. 

 

BAB III 

EVALUASI SECARA ELEKTRONIK 

 

Pasal 7 

 

(1) Pelaksanaan bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui SIASIK. 

(2) SIASIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan 

konten mengacu pada pelaksanaan bentuk pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Cetakan melalui SIASIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

ditetapkan sebagai bagian hasil bentuk pengawasan sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

 

(1) Pengguna SIASIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri 

dari admin Kecamatan dan admin Pemerintah Desa. 

(2) Admin Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai 

evaluator sesuai dengan langkah kerja evaluasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5. 

(3) Admin Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan 

sebagai pengguna yang melakukan input data/dokumen sesuai dengan 

langkah kerja evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

(4) Untuk mengakses sebagai admin Pemerintah Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dibuatkan akun oleh admin 

Kecamatan. 

(5) Petunjuk penggunaan SIASIK dibuat oleh kecamatan. 

 

Pasal 9 

 

Pemeliharaan, kebenaran, dan keamanan data/dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa. 
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BAB IV 

PENDANAAN 

 

Pasal 10 

 

Pendanaan pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Camat 

bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan/atau 

b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 11 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 24 Juli 2023 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

 H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari  

pada tanggal 24 Juli 2023 

 

  SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

     H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 86 


